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HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MELAWI
Tentang Pajak Sarang Burung Walet
Kode Daerah: 1412 J o
No. Materi Raperda . Rumusan Raperda Rekomendasi i Keterangan
1. | Nama Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU No. 28
(1) Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas Tahun 2009.
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
2. | Objek Pasal 2 - Telah sesuai dengan UU No. 28
(2) Objek Pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/ atau Tahun 20009.
pengusahaan sarang burung walet.
Pasal 3
Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
3. | Subjek Pasal 4 - Telah sesuai dengan UU No. 28
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adaiah Orang Pribadi atau Badan Tahun 2009.
yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung
Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang
mengusahakan pengambilan danfatau mengusahakan sarang burung
walet.
4. | Dasar Pengenaan Pasal 5 Pasal 5 Pasal 5 disempurnakan,

(1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang
Burung Walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang
burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.

(1)
(2)

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang | Ketentuan yang terkait teknis agar

Burung Walet.

Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang

burung walet yang berlaku dengan volume sarang burung walet.

diatur dalam Perda lain/Perkada.




Tarif

Pasal 6
Tarif Pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

(1)Besarnya pokok pajak terutang terhitung dengan cara mengalikan tarif
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

Telah sesuai dengan UU No. 28

Wilayah Pemungutan Pasal 7 -
(2)Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. Tahun 2009.

Masa Pajak Pasal 8 - Telah sesuai dengan UU No. 28
Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Tahun 2009.

Penetapan Pasal ... Ditambahkan pasal yang mengatur

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri
dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi terkait
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib
Pajak.

(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di
instansi terkait.

(3) SPOP harus disi dengan benar, jelas dan lengkap, dan
wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau
Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.

(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bupati secara jabatan
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh
Daerah.

(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi

pendaftaran Wajib Pajak.




Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah.

(7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.

(2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan
mengunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKRBT.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang
terutang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir, isi, dan tata cara
pengisian SPTPD, tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati

sendiri  dengan

Pasal 11

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan
menggunakan SSPD.

(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama .... (.......... ) hari kerja sefelah saat
terutangnya Pajak.

Pasal ...

(1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.

(2) Wajib Pajak mengisi SPTPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset
dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

(4) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah
berakhirnya masa Pajak.

(6) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD
dan SPTPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11 disempurnakan dan
ditambahkan pasal yang mengatur
penerbitan dan pengisian SPTPD.

Pasal 12

(1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung dan menetapkan
pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (Ima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan ;

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Pejabat yang berwenang
pada bidang perpajakan daerah dalam jangka waktu tertentu dan
selelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

Pasal 12
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka wakiu
tertentu dan setelah ditegur secara terfulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
terutang;

c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan
jumliah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Pasal 12 disempumakan.




c. Apabila kewsjiban mengisi SPTPD ftidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebagaimana sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokek pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(2)

()

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah

@ SKPDKBT. SAOAGEINAR CNTRISEH. pai el (2) el & et sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
3225 ilame?;'zgglgsgnd?:nzf:gaif# ?f;jaia”F?aj‘c;im;fngelti'lttae[g;nggzg dihitung dari pajak yang kurang atau tedambat dibayar untuk jangka waktu
dikenakan §anksi administratif ber.upa kenaikan sebesar 100% (seratus 52523 A, 24 {dua pulih sty b Hibiung Selel et terichgya
persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebut. e .| (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

() SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢ diterbitkan apabila dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa
jumlah pajak yang terhutang sama dengan besarnya dengan jumlah kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) darijumlah kekurangan
kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. pajak tersebut.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan | (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
atau fidak sepenuhnya dibayar dalam jangka yang telah ditentukan, pemeriksaan.
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi ditentukan, | (6) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPDKB, SKPDKBT,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi dan SKPDN diatur dalam Peraturan Bupati.
berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan findakan pemeriksaan.

Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 disempurmnakan,

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
b. dari hasil peneliian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran salah fulis dan/atau salah hitung;
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
denda. setelah jatuh tempo pembayaran; atau
(2) Jumlah kekurangan pajak yang ferutang dalam STPD sebagaimana | (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 {lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

dimaksud pada ayat {1} huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sefiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian STPD diatur dalam

Peraturan Bupati.




10.

Tata Cara Pembayaran
dan Penagihan

Pasal 14

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SuratKeputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

(2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.

(3)  Surat Teguran paling sedikit memuat :
a.nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
b.besarnya utang pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d.jangka waktu pelunasan utang pajak.

(4)  Tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dalam Peraturan
Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...
Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

SKPD merupakan dokumen

penagihan untuk pajak yang bersifat
official assessment. Pajak Sarang

Burung Walet merupakan jenis pajak
yang bersifat seff assessment.

Pasal 15

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada
wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun wakiu tertentu,
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang bayar.

(3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk
menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditenfukan dengan dikenakan bunga 2%
(dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengansuran dan menunda
pembayaran serta fata cara pembayaran angsuran dan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) di atur dengan
Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28

Tahun 2009,

s

Kadaluwarsa

Pasal 26
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,

Telah sesuai dengan UU No. 28

Tahun 2009.

Av

s



kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran danfatau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permchonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 27

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2009.

12.

Sanksi Administratif dan
Pidana

Pasal 32

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak meyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan fidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wagjib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugkan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

Telah sesuai dengan UU No. 28
Tahun 2008.




Pasal 33
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penerimaan negara.

Pasal 34
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah

melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak.

13. | Tanggal Mulai Pasal 37
Berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
14. | Lain-lain ot 12. Surat Pendaftaran Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah | Definisi SKPD diubah menjadi definisi
SPOP.

surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan
objek pajak atau usahanya ke instansi yang memungut pajak daerah.
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